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KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN

WALIKOTA PADANG,

bahwa dengan telah dipindahkanya pusal pemerintahan
Kota Padang sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemernntahan Kota
Yadang Dari Wilavah Keecamaisn Padang Barat Ke Wilayah
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provins: Sumalera
Barat, perlu dilakukan penetapan penempatan bangunan
kantor pemerintahan pada kawasan pusat pemerintahan
yvang baru;

babwa berdasarkan keterscdican dan pembebasan  lahan
lelah ditetapkan hl?m:r"n;mu;m paneunan kantor pada Biok K
kawasan pusal pemerintahan Kot Padang:

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada hurul a dan hurul b, pertun menetapkan Keputusan
Waltkota tentang Penempatan PBangunan Kartor
Pemerintahan pada Blok £ Kawashin Pusal Pemernntaban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahuen 1956 ientang Pembentukan
acrah Olonom  Kota  Besar Dalam Lingkungan Dacrah
Propinsi  Sumaltcra Tengah (Lembaran Negara Republhik
tndonesia Tahun 1956 Nomor 2,

Undang-Undang Nomor 28 Tab:un 2002 tentang Banguinais
Gedung (lLembaran Negara Repubiik Indoncesia Tahun 2004
Nomor 134, Tambahan Lembaroe Negara Republik Indonesia
Nomor 4247).

Undang Undang Nomor 26 Telian 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indoncsia Taban 2007
Nomor 68, Tambahan Lomnbarin Negara Republik Indencesia
Nomor 4725); _

LUndang-Undang  Nomor 122 ‘Tahunn 2011 lentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Noegara
Repubhik Indonesia Naomor 5234):

Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2012 tentang Pengadaan
Tanah  Baei  Pembancsunan untuk  Kepenlingan  Umnum
(Lemmbaran Negara Repuolik indenesiz Tahun 2012 Nomor
22 Tambahan Lembaran Negieo Republik Indonesia Nomor
5280):
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Menetapkan

Undang-Undang Nomoer 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor H5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 56749);

Peraturan Pemerintah Nomor |7 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeran Tingkat [l
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

Peraturan  Pemerintah Nomor 3% Tabun 2007 tenlang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan Pemerintahan Dacrah
Kabupalen/RKota  (Lembaran Negara Repubhk  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 47 37);

Peraturan Pemerintah Nomor 206 Tahun 2011 tentang
Pemindahan Pusal Pemeritahan Kota Padang Dari Wilayah
Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamalan Koto
Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Baratl (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5212);

Peraturan Dacrah Kola Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana Tala Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030
(Lembaran Dacrah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46).

. Peraturan Dacrah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Dacrah Kota Padang Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Padang
Nomor 79).

MEMUTUSEKAN :

KESATU . Penempatan bangunan kanltor pemerintahan pada Blok E
Kawasan Pusat Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam

lmpiran

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Padang
peida Langgal C Meuember 2015

TA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
|. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sekretaris Dacrah Kota Padang.
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